EVALUASI PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LPG TABUNG 3 KG DI KABUPATEN SITUBONDO
I. Pendahuluan

Bahwa dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan ketersediaan energi bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu melakukan pemantauan berkala terhadap regulasi penetapan harga komoditas bersubsidi. Evaluasi ini dilakukan untuk meninjau relevansi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 5 Tahun 2015 di tengah perubahan regulasi pada tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.

2. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg.

3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG.
III. Fakta-Fakta Hukum dan Temuan

· Perubahan Regulasi Atas: Telah diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/801/KPTS/013/2024 pada tanggal 24 Desember 2024 yang menetapkan standar baru terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di wilayah Provinsi Jawa Timur.

· Ketidaksesuaian Materi: Peraturan Bupati Situbondo Nomor 5 Tahun 2015 sudah tidak lagi mencerminkan kondisi penyesuaian harga terbaru yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi, sehingga dapat menimbulkan kebingungan hukum di lapangan.

· Asas Hukum: Berdasarkan asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, peraturan yang lebih rendah (Perbup) tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya (Keputusan Gubernur sebagai delegasi wewenang pusat).

IV. Analisis dan Evaluasi

Penggunaan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 5 Tahun 2015 sebagai dasar hukum pemungutan harga eceran di Kabupaten Situbondo saat ini dinilai tidak lagi memiliki landasan sosiologis dan yuridis yang kuat. Jika tetap dipertahankan, hal ini akan menghambat implementasi kebijakan energi yang seragam di Provinsi Jawa Timur sesuai instruksi Gubernur.
V. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, kami merekomendasikan:

1. Mencabut dan Menyatakan Tidak Berlaku Peraturan Bupati Situbondo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2. Menyusun Peraturan Bupati Baru yang secara spesifik menetapkan pencabutan tersebut guna memberikan kepastian hukum.

3. Menetapkan Masa Berlaku peraturan pencabutan ini terhitung mundur sejak 1 Januari 2025 agar selaras dengan dimulainya tahun anggaran dan periode kebijakan baru pasca Keputusan Gubernur.

VI. Penutup 
Demikian Analisis hukum ini disusun sebagai dasar pertimbangan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Situbondo.
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